


Digitalisasi Pencatatan Tanah Adat dan Hak Ulayat Berbasis
Blockchain untuk Keamanan Data Aset Desa

1Muten Nuna; 2Dikson Junus; 3Muh. Fachri Arsjad; 4Sarfan Tabo;5Sunandar Ahmad

1,2 Program Studi Ilmu Pemerintahan, FISIP, Universitas Gorontalo
3 Program Studi Ilmu Administrasi Negara, FISIP, Universitas Gorontalo
4 Program Studi Ilmu Administrasi Negara, FISIP, Universitas Gorontalo
5 Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan, FISIP, Universitas Gorontalo

Email: mutensnuna@gmail.com 


Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan model digitalisasi pencatatan tanah adat dan hak ulayat berbasis teknologi blockchain di Kabupaten Bone Bolango. Urgensi penelitian ini dilatarbelakangi oleh sistem pencatatan tradisional yang masih mengandalkan arsip manual dan legitimasi lisan dapat ditransformasi menjadi sistem digital yang aman, transparan, dan tetap selaras dengan kearifan lokal. Kerangka teori yang digunakan meliputi  teori  hak  ulayat,  tata  kelola  digital,  dan  blockchain  governance.  Metode penelitian menggunakan pendekatan etnografi melalui observasi partisipatif, wawancara mendalam dengan tokoh adat, aparat desa, dan masyarakat, serta analisis dokumen historis dan regulasi terkait tanah adat.

Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  pencatatan  tanah  adat  di  Bone  Bolango  masih rentan hilang, rusak, dan tidak memiliki kekuatan hukum formal, sehingga melemahkan posisi masyarakat adat dalam sengketa. Di sisi lain, masyarakat, terutama generasi muda dan aparat desa, menunjukkan keterbukaan terhadap digitalisasi, meskipun literasi digital dan infrastruktur masih terbatas. Potensi penerapan blockchain teridentifikasi melalui keunggulannya  dalam  menjamin  imutabilitas  data,  transparansi,  serta kemampuannya untuk  mengintegrasikan  nilai  adat  melalui  smart  contract.  Blockchain  dapat  menjadi solusi  strategis  untuk  mengatasi  kelemahan  pencatatan  tradisional  sekaligus memperkuat legitimasi sosial dan perlindungan hukum hak ulayat. Kabupaten Bone Bolango memiliki peluang dalam pengembangan tata kelola aset desa berbasis teknologi yang aman, inklusif, dan berkelanjutan.
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Pendahuluan

Pengelolaan tanah adat  dan  hak  ulayat  telah lama menjadi perhatian dalam kajian kebijakan agraria di Indonesia karena menyangkut legitimasi hukum, keadilan sosial,   serta   keberlanjutan   pembangunan   desa.   Menurut   (Nisa’   et   al.,   2024) ketiadaan sistem pencatatan formal seringkali menimbulkan ketidakpastian status tanah adat dan memperbesar potensi konflik dengan pihak eksternal, termasuk investor maupun pemerintah daerah. Situasi ini diperburuk oleh lemahnya perlindungan hukum atas hak ulayat dalam praktik birokrasi pertanahan, (Permadi,
2023).
Studi yang dilakukan oleh (Dhiaulhaq & McCarthy, 2020) menunjukkan bahwa di banyak wilayah Indonesia, konflik agraria seringkali bersumber dari ketidakharmonisan antara sistem hukum adat dan sistem hukum formal negara. Tanpa pencatatan yang jelas, tanah adat rentan diklaim sebagai tanah negara atau dialihkan  secara  sepihak  untuk  kepentingan  pembangunan.  Penelitian  (Susanto,
2019) dan (Permadi, 2023) juga menegaskan bahwa pencatatan tanah adat bukan sekadar aspek teknis, melainkan juga bentuk pengakuan identitas budaya dan hak kolektif masyarakat adat. Oleh karena itu, kebutuhan akan sistem pencatatan tanah adat yang transparan, aman, dan selaras dengan nilai lokal menjadi semakin mendesak, terlebih dalam menghadapi dinamika Pembangunan.
Konflik batas wilayah dan lemahnya bukti kepemilikan tanah adat menunjukkan adanya kesenjangan serius antara kebutuhan masyarakat adat untuk memperoleh kepastian hukum dengan ketersediaan instrumen pencatatan yang memadai. (Großmann, 2024) mengatakan selama ini, pengakuan hak ulayat lebih banyak bertumpu pada kesepakatan kolektif dan legitimasi tokoh adat, sementara mekanisme pencatatan formal yang diakui negara belum sepenuhnya hadir. Hal ini menciptakan gap struktural yang membuat masyarakat adat berada dalam posisi rentan ketika berhadapan dengan pihak luar, baik pemerintah maupun investor swasta.
Kabupaten Bone Bolango memiliki tradisi panjang pelaksanaan penguasaan tanah adat (Une, 2021); (Idris et al., 2025); (Kadir et al., 2024); (Moonti et al., 2025), namun kondisi tersebut membuat masyarakat adat kerap tidak memiliki dasar legal yang kuat untuk mempertahankan hak-haknya, padahal tanah tersebut menjadi sumber penghidupan sekaligus identitas kultural mereka. Sayangnya, semua itu hanya diwariskan secara lisan dari generasi ke generasi tanpa adanya pencatatan resmi yang diakui pemerintah. Di sisi lain, upaya dokumentasi melalui arsip fisik yang dilakukan desa terbukti tidak efektif untuk menjawab tantangan modern, karena rentan hilang, rusak, atau bahkan dimanipulasi. Di sinilah letak gap penelitian yaitu masih sangat minim kajian yang mencoba mengintegrasikan kearifan lokal sistem pengelolaan tanah adat dengan teknologi digital yang lebih aman, khususnya berbasis blockchain.

Implementasi blockchain dalam pencatatan tanah adat di Bone Bolango dapat menjadi jawaban atas permasalahan mendasar: kepastian hukum, keamanan arsip, dan pengakuan hak masyarakat adat. Namun, keberhasilan penerapan sistem ini sangat bergantung pada kesiapan sosial, dukungan kelembagaan, serta strategi edukasi  masyarakat.  (Kaur  &  Parashar,  2022)  berpandangan  bahwa  hal  ini  perlu
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melibatkan tokoh adat, perangkat desa, dan generasi muda, digitalisasi pencatatan tanah adat dapat menjadi bagian dari transformasi tata kelola desa yang inklusif. Disamping itu penelitian sebelumnya telah menyoroti potensi blockchain untuk manajemen aset publik, (Shojaei et al., 2019). Namun penerapannya pada konteks tanah adat masih sangat terbatas.
Beberapa studi di negara lain (Tavakoli et al., 2024) dan (Huang et al., 2025)
menunjukkan bahwa blockchain dapat mengurangi konflik agraria dengan menyediakan catatan kepemilikan yang transparan. Di Indonesia sendiri, (Nugraha et al., 2022) wacana penggunaan blockchain untuk tanah adat baru sampai pada tahap konseptual, belum banyak diuji dalam praktik di tingkat desa. Di Swedia, proyek Lantmäteriet menguji penerapan blockchain untuk mempercepat proses transaksi  tanah  dan  mengurangi  potensi  kecurangan,  (Proskurovska,  2023).  Di Ghana, inisiatif menggunakan blockchain untuk memberikan kepastian hak kepemilikan tanah bagi masyarakat yang sebelumnya tidak memiliki dokumen legal, (Mintah et al., 2021). Sementara di Georgia, pemerintah berhasil mencatat ribuan transaksi tanah menggunakan blockchain yang diintegrasikan dengan sistem nasional, (Lazuashvili et al., 2019).  Bahkan di Honduras dan Kazakhstan, blockchain mulai  diuji  coba  untuk  meminimalkan  praktik  korupsi  dalam  administrasi pertanahan, (Abdieva, R., & Baigonushova, D., 2024). Studi-studi tersebut menunjukkan bahwa penerapan blockchain mampu menjawab keterbatasan sistem pencatatan  tanah  konvensional  di  berbagai  konteks  global,  namun  hingga  kini belum banyak penelitian yang mengadaptasikan teknologi serupa dalam konteks tanah adat di Indonesia, sehingga penelitian di Bone Bolango memiliki kebaruan sekaligus relevansi akademik dan praktis. Oleh karena itu, penelitian ini menempati posisi penting dalam memperkaya literatur dan memberi kontribusi nyata pada kebijakan publik.
Kajian mengenai digitalisasi aset desa di Indonesia sejauh ini masih cenderung terbatas pada penggunaan aplikasi administrasi berbasis server terpusat, yang memiliki sejumlah kelemahan seperti kerentanan terhadap serangan siber, potensi kehilangan data, serta risiko penyalahgunaan oleh pihak dengan otoritas tunggal. Sementara itu, penelitian terkait tanah adat lebih banyak berfokus pada aspek hukum (Haryanti & Suharto, 2021), dimensi sosiologis (Murhaini & Ludang, 2020.),
2020), maupun konflik agraria (Darmawan et al., 2023). Belum banyak studi yang menghadirkan solusi teknis aplikatif yang dapat diimplementasikan langsung di tingkat desa, terutama dalam konteks pencatatan tanah adat yang membutuhkan sistem aman sekaligus selaras dengan nilai-nilai lokal.
Dalam konteks inilah, penelitian di Kabupaten Bone Bolango menjadi signifikan sebagai lokus strategis untuk merumuskan model digitalisasi pencatatan tanah adat berbasis teknologi blockchain. Blockchain hadir sebagai terobosan karena sifatnya yang   desentralisasi,   immutable,   dan   transparan,   sehingga   setiap   pencatatan memiliki jejak digital yang tidak dapat diubah serta dapat diverifikasi oleh seluruh pemangku  kepentingan.  Kelebihan  ini  masih  jarang  dieksplorasi  dalam  literatur tanah adat di Indonesia. Dengan demikian, penerapan blockchain tidak hanya mengisi kekosongan akademik terkait integrasi teknologi dan hak ulayat, tetapi juga memberikan kontribusi praktis berupa model pencatatan tanah adat yang adaptif,




aman, serta memperkuat legitimasi sosial dan perlindungan hukum masyarakat adat di Bone Bolango.
Tujuan utama penelitian ini adalah untuk merumuskan model digitalisasi pencatatan tanah adat dan hak ulayat berbasis teknologi blockchain di Kabupaten Bone Bolango, dengan menekankan pada keamanan data aset desa, kepastian hukum, serta penguatan legitimasi sosial masyarakat adat. Penelitian ini tidak hanya berupaya memetakan permasalahan pencatatan tanah adat yang masih manual dan rentan  manipulasi,  tetapi  juga  mengkaji  potensi  penerapan  blockchain  sebagai solusi inovatif yang selaras dengan kearifan lokal.   Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan di Kabupaten Bone Bolango sebagai lokus strategis untuk merumuskan model digitalisasi pencatatan tanah adat yang tidak hanya menjawab persoalan teknis penyimpanan data, tetapi juga memperkuat legitimasi sosial dan perlindungan hukum masyarakat adat.
Kerangka  teori  dalam  penelitian  ini  bertumpu  pada  tiga  landasan  utama:
Pertama, teori hak ulayat dan tanah adat yang menegaskan bahwa tanah adat merupakan sumber identitas, legitimasi sosial, serta basis keberlanjutan komunitas adat, sebagaimana dijelaskan dalam perspektif hukum agraria dan antropologi hukum;   Kedua,    teori   tata   kelola   digital   (digital   governance   theory)   yang menekankan pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi pengelolaan aset publik, sehingga relevan untuk memahami transformasi pencatatan tanah adat dari manual ke digital; Ketiga, teori blockchain dan desentralisasi data, yang memandang teknologi blockchain sebagai instrumen untuk menciptakan sistem pencatatan yang aman, tidak dapat dimanipulasi, serta memungkinkan integrasi dengan mekanisme sosial berbasis kearifan   lokal.   Integrasi   ketiga   kerangka   teori   ini   akan   digunakan   dalam pembahasan untuk menjelaskan bagaimana digitalisasi pencatatan tanah adat berbasis blockchain dapat menjawab masalah keamanan data, kepastian hukum, sekaligus menjaga legitimasi adat dalam konteks Kabupaten Bone Bolango.
Penelitian ini menggunakan pendekatan etnografi (Sari et al., 2023) untuk memahami secara mendalam praktik pencatatan tanah adat dan hak ulayat di Kabupaten Bone Bolango serta kemungkinan adaptasinya ke dalam sistem digital berbasis  blockchain  tanpa  mengabaikan  nilai-nilai  kearifan  lokal.  Teknik pengumpulan data meliputi observasi partisipatif, di mana peneliti terlibat langsung dengan masyarakat adat, aparat desa, dan pemangku kepentingan terkait guna menggali informasi mengenai mekanisme tradisional pencatatan tanah, tantangan yang dihadapi, serta harapan terhadap digitalisasi. Selain itu, wawancara mendalam dilakukan dengan tokoh adat, pemerintah desa, dan perwakilan masyarakat untuk memperoleh  perspektif  terkait  keamanan  data  aset  desa  serta  kesiapan  sosial dalam  mengadopsi  teknologi  blockchain.  Data  kualitatif  ini  dilengkapi  dengan analisis dokumen historis dan regulasi pertanahan yang berlaku, sehingga dapat dipetakan bagaimana kerangka hukum dapat disinergikan dengan inovasi teknologi yang diusulkan.
Tahapan penelitian diawali dengan studi pendahuluan dan kajian literatur untuk
menelaah regulasi tanah adat, hak ulayat, serta identifikasi desa yang menghadapi persoalan   signifikan   dalam   pencatatan   aset   adat.   Tahap   berikutnya   adalah




pengumpulan data etnografis melalui observasi dan wawancara mendalam di desa terpilih, yang kemudian dianalisis menggunakan triangulasi sumber untuk menguji validitas informasi, (Agustianti, dkk, 2022).


Pembahasan
Kabupaten Bone Bolango memiliki sejarah panjang terkait praktik penguasaan tanah adat yang diwariskan turun-temurun oleh komunitas adat setempat. Tanah adat di wilayah ini tidak hanya berfungsi sebagai aset ekonomi, tetapi juga merupakan simbol identitas dan ikatan sosial masyarakat. Sejak lama, penguasaan tanah diatur melalui norma adat yang disepakati bersama dan dipimpin oleh tokoh adat. Sistem ini melahirkan pengakuan kolektif terhadap batas-batas wilayah dan hak pengelolaan, meskipun tanpa adanya dokumen resmi yang diakui negara.
Pembahasan hasil penelitian ini disusun untuk menjelaskan secara mendalam temuan-temuan lapangan yang diperoleh melalui observasi partisipatif, wawancara mendalam, serta analisis dokumen terkait pencatatan tanah adat dan hak ulayat di Kabupaten Bone Bolango. Bagian ini tidak hanya memaparkan kondisi aktual yang dihadapi masyarakat adat, tetapi juga menautkannya dengan kerangka teori dan kajian terdahulu, sehingga menghasilkan analisis yang lebih komprehensif.
Fokus utama pembahasan diarahkan pada bagaimana praktik pencatatan tanah adat yang masih bersifat tradisional dapat diidentifikasi, dianalisis permasalahannya, serta dipetakan potensinya untuk kemudian diintegrasikan ke dalam sistem digital berbasis blockchain. Dengan demikian, pembahasan ini berfungsi sebagai jembatan antara realitas empiris masyarakat adat dengan solusi inovatif yang ditawarkan penelitian, yaitu model digitalisasi pencatatan tanah adat yang aman, transparan, dan selaras dengan kearifan lokal. Untuk itu, pembahasan dibagi ke dalam beberapa subbab utama yang meliputi identifikasi eksistensi tanah adat dan hak ulayat, mekanisme pencatatan tradisional beserta permasalahan yang dihadapi, kesiapan sosial dan persepsi masyarakat terhadap digitalisasi, potensi adopsi blockchain, integrasi   kearifan   lokal   dengan   sistem   digital,   hingga   perancangan   model konseptual pencatatan berbasis blockchain. Setiap subbab tidak hanya menyajikan temuan, tetapi juga memberikan interpretasi kritis dengan mengacu pada teori, regulasi, dan studi terdahu, sebagai berikut:
a.   Eksistensi Tanah Adat dan Hak Ulayat
Pengakuan  terhadap  tanah  adat  di  Bone  Bolango  bersumber  dari  legitimasi sosial masyarakat, di mana kesaksian tokoh adat dan pengetahuan kolektif menjadi dasar utama dalam menegaskan kepemilikan. Masyarakat adat menempatkan kepercayaan pada struktur adat sebagai otoritas tertinggi dalam penyelesaian sengketa atau pembagian hak ulayat. Praktik ini memperlihatkan kuatnya sistem sosial tradisional yang berjalan paralel dengan sistem hukum formal negara. Namun, bentuk pengakuan semacam ini masih bersifat informal dan bergantung pada memori  kolektif,  sehingga  rentan  dilupakan  atau  diperdebatkan  ketika  terjadi konflik.
“… Setahu saya, Tanah  Adat  di  Bone  Bolango sekarang ini dikuasai oleh keluarga besar atas dasar warisan yang diturunkan secara lisan, dan sebagian besar belum memiliki sertifikat tanah, tapi ada pencatatannya di desa, misalnya




batas  tanah,  kemudian  siapa  pemiliknya  itu  semua  ada  pencatatannya.  Jadi kalau  terjadi  konflik  tanah  adat  terkadang  diselesaikan  secara  musyawarah, kalau untuk sampai ke pengadilan tentunya hal ini bisa jadi panjang ceritanya.” (Wawancara dengan Kepala Desa/Juli 2025)
Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak ulayat di Bone Bolango umumnya diwariskan melalui jalur lisan dari generasi ke generasi sebagaimana statement dari salah seorang tokoh adat di Kabupaten Bone Bolango yang mengatakan bahwa:
“… Sejarah yang saya ketahui, Sebelum adanya pengaruh luar, masyarakat Gorontalo hidup dalam sistem sosial berbasis “banua” (wilayah komunitas) atau “pohalaa” (kerajaan/kekuasaan adat), contoh di Bone Bolango ini ada raja Botutihe, raja Wartabone dan lain-lain, jadi dahulu Tanah tidak dimiliki secara individu, melainkan oleh kelompok marga/kerabat atau komunitas adat. Hak individu hanyalah hak kelola atau hak guna, bukan hak milik mutlak, dan dahulu sebelum sertifikat tanah menjadi wajib, itu masih menggunakan buku Girik sebagai dasar hukum yang kuat untuk status kepemilikan tanah maupun tanah adat.” (Wawancara dengan Tokoh Adat/Juli 2025)
Keterbatasan dalam pencatatan formal tanah adat berdampak signifikan terhadap kepastian hukum masyarakat. Tanah adat yang hanya diakui secara adat tidak memiliki perlindungan kuat ketika berhadapan dengan kepentingan negara atau investasi swasta. Hal ini menciptakan kondisi di mana masyarakat adat berada dalam posisi lemah dalam sengketa agraria, meskipun mereka memiliki legitimasi historis  dan  kultural.  Dengan  tidak  adanya  dokumen  hukum  resmi,  tanah  adat rentan dikategorikan sebagai tanah negara, yang membuka ruang konflik dan marginalisasi hak ulayat.
Proses   ini   berlangsung   dalam   konteks   ritual   adat,   musyawarah,   atau pengakuan tokoh masyarakat yang dihadiri anggota komunitas. Walaupun tradisi lisan ini memperkuat solidaritas sosial, ketiadaan dokumen formal menimbulkan kerentanan ketika tanah adat berhadapan dengan sistem administrasi negara atau pihak eksternal yang menuntut bukti tertulis. Akibatnya, pewarisan hak ulayat seringkali tidak diakui dalam proses hukum formal, sehingga masyarakat adat kehilangan landasan legal untuk mempertahankan klaim mereka.
Kondisi tersebut menegaskan pentingnya penelitian ini untuk mengidentifikasi eksistensi tanah adat di Bone Bolango secara lebih sistematis. Dengan mendokumentasikan sejarah, bentuk pengakuan, dan praktik pewarisan hak ulayat, penelitian ini dapat mengisi celah antara legitimasi adat dengan kebutuhan legal formal. Identifikasi ini menjadi dasar argumentasi bahwa penguatan kepastian hukum masyarakat adat tidak cukup hanya dengan mempertahankan tradisi lisan, melainkan perlu didukung oleh sistem pencatatan modern yang aman dan diakui negara. Oleh karena itu, integrasi dengan teknologi blockchain dapat menjadi terobosan untuk menjaga legitimasi sosial sekaligus memberikan perlindungan hukum terhadap tanah adat di Bone Bolango.
Sejumlah  penelitian  menunjukkan  bahwa  mekanisme  pencatatan  tradisional
memang tidak lagi mampu menjawab kompleksitas persoalan agraria kontemporer. (Lubis et al., 2025) menegaskan bahwa sistem hukum formal di Indonesia menuntut adanya dokumen resmi sebagai dasar pengakuan hak, sehingga tradisi lisan atau




arsip lokal desa sering kali dianggap tidak sah di mata hukum negara. Kondisi ini memperlemah posisi masyarakat adat dalam menghadapi konflik agraria maupun investasi swasta. Senada  dengan  itu,  (Evitasari  et al., 2024) menekankan bahwa tanpa sistem pencatatan yang aman dan terstandarisasi, masyarakat adat rentan kehilangan hak ulayat mereka, meskipun secara historis dan kultural memiliki legitimasi yang kuat.
Di sisi lain, penelitian internasional menunjukkan bahwa teknologi blockchain
dapat menjadi alternatif yang menjanjikan dalam sistem pencatatan tanah. Studi kasus di Georgia membuktikan bahwa penerapan blockchain dalam registrasi tanah berhasil meningkatkan transparansi dan mengurangi sengketa kepemilikan (Lazuashvili   et   al.,   2019).   Demikian   pula,   inisiatif   di   Ghana   memperlihatkan bagaimana blockchain dapat memberikan kepastian hukum bagi masyarakat yang sebelumnya hanya mengandalkan bukti tradisional (Mintah et al., 2021). Dengan mengacu  pada  kajian-kajian  tersebut,  penerapan  blockchain  di  Bone  Bolango menjadi relevan sebagai strategi untuk mengintegrasikan praktik lokal masyarakat adat dengan sistem hukum formal, sekaligus menjawab tantangan keamanan dan transparansi pencatatan aset desa.

b. Mekanisme Pencatatan Tanah adat dan Hak Ulayat
Pencatatan tanah adat di Kabupaten Bone Bolango hingga kini masih banyak dilakukan secara manual melalui mekanisme tradisional. Aparat desa biasanya mencatat informasi kepemilikan dalam buku register desa, disertai dengan surat keterangan adat atau dokumen  lokal  lainnya.  Pencatatan tersebut lebih bersifat administratif internal desa dan tidak selalu terhubung dengan sistem administrasi pertanahan nasional. Selain itu, legitimasi kepemilikan juga diperkuat oleh kesaksian tokoh adat yang mengetahui batas wilayah dan sejarah kepemilikan tanah. Berdasarkan wawancara peneliti dengan salah seorang perangkat desa mengatakan bahwa:
“...  Kalau  dulu  dimana  Distribusi  dan  penggunaan  tanah  diatur  oleh  adat yang diwariskan secara lisan. Kepala adat atau pemimpin lokal (Pulanga, Tumonggolo, Bubato) memiliki kewenangan mengatur pembagian tanah pertanian, padang rumput, hutan, dan lahan perkampungan. Akan tetapi setahu saya status tanah adat sekarang ini hampir semua tidak bersertifikat tapi sebagian ada pencatatannya di desa. sedangkan Pewarisan dilakukan berdasarkan garis keturunan, biasanya patrilineal, namun ada fleksibilitas tergantung kesepakatan keluarga dan adat. (Wawancara dengan Perangkat Desa/Agustus 2025)
Berdasarkan  Undang-undang  Nomor     5  Tahun  1960  tentang  Pokok-Pokok
Agraria, Negara mengakui hak ulayat masyarakat adat selama kenyataannya masih ada  dan  sesuai  kepentingan  nasional.    Berdasarkan  wawancara  peneliti  dengan pegawai Badan Pertahanan Nasional Kabupaten Bone Bolango mengatakan bahwa: “… Di Bone Bolango, banyak tanah adat bahkan hampir semua tanah adat
belum terdaftar resmi   sehingga statusnya rawan diambil alih negara jika dianggap tanah negara, apalagi terjadi konflik, dimana hal ini bisa menjadi masalah besar, Apabila dikemudian hari apabila ada proyek pemerintah atau




perusahaan  mengambil  tanah  dengan  alasan  pembangunan,  sering  tanpa kompensasi memadai, karena tanah adat tidak punya sertifikat formal. Banyak tanah adat dikonversi menjadi HGB (Hak Guna Bangunan) maupun HGU (Hak Guna Usaha) untuk perkebunan atau proyek infrastruktur. Oleh sebab itu perlu adanya  upaya  pemetaan  partisipatif  tanah  adat,  pendokumentasian  sejarah kepemilikan,  dan  penguatan  hukum,  pencatatan  tanah  adat  secara  formal sampai   diterbitkannya   sertifikat   tanah   adat   yang   ada   di   Bone   Bolango. (Wawancara dengan Badan Pertanahan Nasional Bone Bolango/Agustus 2025). Hasil   penelitian   ini   sejalan   dengan   kajian   (Evitasari   et   al.,   2024)   yang
menunjukkan  bahwa  pencatatan  tanah  adat  di  banyak  wilayah  Indonesia  masih
sangat bergantung pada legitimasi sosial berbasis tradisi lisan, sementara bukti tertulis yang tersedia umumnya terbatas pada dokumen lokal seperti register desa atau  surat  keterangan  adat.  Kondisi  tersebut  menimbulkan  kerentanan  hukum ketika masyarakat adat berhadapan dengan mekanisme administrasi pertanahan negara yang menuntut sertifikat resmi sebagai dasar klaim kepemilikan. (Yunita Bernanda et al., 2025) bahkan menegaskan bahwa ketiadaan dokumen formal menjadi salah satu penyebab utama lemahnya posisi tawar masyarakat adat dalam sengketa agraria, meskipun mereka memiliki pengakuan sosial dan historis atas tanah yang dimaksud.
Lebih lanjut, penelitian (Dewa Gede Edi Praditha & I Made Bagus Wibisana,
2024) menyoroti bahwa pewarisan hak ulayat secara lisan memang mampu menjaga kesinambungan  nilai-nilai  budaya,  namun  secara  hukum  rentan  diperdebatkan karena tidak terdokumentasi dengan baik. Temuan ini juga konsisten dengan studi (Yadri Irwansyah, 2024) yang menyatakan bahwa tradisi lisan dalam pencatatan tanah sering menimbulkan perbedaan tafsir antar generasi, khususnya dalam hal batas wilayah dan hak waris, sehingga rawan memicu konflik internal maupun eksternal. Dengan demikian, hasil penelitian ini memperkuat literatur yang ada bahwa ketergantungan pada arsip fisik yang rapuh dan tradisi lisan yang mudah terdistorsi menimbulkan kesenjangan serius antara legitimasi sosial masyarakat adat dan kepastian hukum formal negara.

c. Pemahaman Terhadap Teknologi Digital
Pemahaman masyarakat adat di Kabupaten Bone Bolango terhadap teknologi digital  masih  sangat  beragam.  Sebagian  masyarakat,  khususnya  generasi  muda, mulai mengenal penggunaan internet dan aplikasi berbasis smartphone untuk kepentingan sehari-hari. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bagi sebagian besar tokoh adat dan aparat desa yang terbiasa dengan sistem manual, digitalisasi pencatatan tanah adat masih dianggap sebagai konsep baru yang sulit dipahami. Kesenjangan pengetahuan ini menggambarkan adanya tantangan mendasar dalam memperkenalkan sistem pencatatan berbasis blockchain. Berdasarkan hasil wawancara dengan perangkat desa terkait pencatatan tanah merespon bahwa:
“… Menurut saya memang terdapat beragam permasalahan di desa terkait pencatatan tanah adat ini, misalnya : Tumpang-tindih dengan status hutan, kemudian Kapasitas teknis dan biaya pemetaan/pendaftaran, serta banyaknya wilayah yang dikelola adat namun dikategorikan sebagai kawasan hutan oleh




keputusan sektoral (kementerian kehutanan), sehingga klaim adat bermasalah secara administrasi. kemudian banyak bukti kepemilikan bersifat lisan atau berbentuk girik tua sehingga butuh kerja verifikasi. Sebenarnya pemetaan partisipatif sangat membantu dalam pencatatan tanah adat, tetapi membutuhkan tenaga, waktu, dan koordinasi yang baik agar hasilnya dipakai untuk pendaftaran resmi. Disamping itu Banyak tanah adat di Bone Bolango belum   teregistrasi   formal;   data   adat   sering   tersimpan   secara   informal; koordinasi antar-lembaga dan standardisasi penyimpanan masih perlu diperkuat untuk mengurangi sengketa. Pencatatan sampai pengarsipan tanah adat masih bersifat lisan atau dalam penguasaan individu dan keluarga kerajaan/keturunan. (Wawancara dengan Perangkat Desa/Agustus 2025)
Tokoh  adat  pada  umumnya  memberikan  respon  yang  hati-hati  terhadap  ide
digitalisasi pencatatan tanah adat. Mereka mengakui potensi teknologi untuk menjaga keamanan data dan mengurangi konflik, tetapi tetap menekankan pentingnya  menjaga  nilai-nilai  adat  dan  mekanisme  musyawarah  dalam  setiap proses. Sebagian tokoh adat khawatir bahwa digitalisasi dapat mengikis peran kelembagaan adat jika tidak dirancang secara inklusif. Oleh karena itu, keterlibatan tokoh adat sejak tahap perancangan hingga implementasi menjadi syarat penting untuk memastikan bahwa sistem digital tetap sejalan dengan legitimasi sosial masyarakat  adat.  Hal  ini  senada  dengan  statement  Badan  Pertahanan  Nasional (BPN) Kabupaten Bone Bolango yang menegaskan bahwa:
“… Pencatatan, penyimpanan, dan keamanan data tanah adat di Gorontalo khususnya  di  KabupatenBone  Bolango  saat  ini  bersifat  campuran  yaitu  ada upaya formal (registrasi/pendaftaran oleh ATR/BPN dan pemda, digitalisasi peta tata ruang), tapi banyak tanah adat bahkan semua tanah adat di Bone Bolango masih bergantung pada pengakuan adat lokal dan belum teregistrasi penuh sehingga rawan sengketa. Kantor pertanahan Kabupaten Bone Bolango telah melaksanakan program PTSL dan perbaikan kualitas pendaftaran, dimana menunjukan pergeseran ke penyimpanan data yang lebih terstruktur/digital di level BPN. Hal Ini dilakukan demi meningkatkan keamanan administrasi legal (sertifikat, peta ukur). Akan tetapi untuk tanah adat itu sendiri banyak bahkan semua belum teregistrasi formal, batas-batas adat sering ditentukan secara lisan/komunitas, sehingga menyebabkan kerawanan sengketa dan sulitnya “mengunci”   data   secara   resmi.   (Wawancara   dengan   Badan   Pertanahan Nasional Bone Bolango/Agustus 2025)

Meskipun ada dukungan dari aparat desa dan pemuda, tantangan literasi digital masih cukup besar. Tidak semua masyarakat memiliki kemampuan mengakses perangkat digital atau memahami cara kerja teknologi blockchain. Selain itu, keterbatasan   infrastruktur   internet   di   beberapa   desa   memperburuk   situasi, sehingga digitalisasi berisiko menimbulkan ketimpangan akses. Jika hal ini tidak diantisipasi, maka implementasi sistem digital justru berpotensi memperlebar kesenjangan antara kelompok masyarakat yang melek teknologi dengan yang masih bergantung pada tradisi manual. Berdasarkan temuan tersebut, strategi edukasi komunitas menjadi kunci  dalam  menyiapkan  kesiapan sosial terhadap digitalisasi pencatatan   tanah   adat.   Edukasi   tidak   hanya   berfokus   pada   aspek   teknis




penggunaan sistem, tetapi juga harus dikaitkan dengan nilai-nilai adat sehingga masyarakat merasa teknologi ini memperkuat, bukan menggantikan, tradisi mereka. Kolaborasi antara pemerintah desa, tokoh adat, lembaga pendidikan, dan generasi muda diperlukan untuk membangun literasi digital yang merata. Dengan strategi yang tepat, digitalisasi pencatatan tanah adat berbasis blockchain dapat diterima secara sosial, sekaligus berfungsi sebagai instrumen perlindungan hukum bagi masyarakat adat Bone Bolango.
Temuan  mengenai  rendahnya  literasi  digital  dan  keterbatasan  infrastruktur
desa selaras dengan kajian (Doloi, 2025) dan (Sadam et al., 2024) yang menekankan bahwa adopsi teknologi di pedesaan Indonesia sering terkendala oleh keterbatasan akses internet dan kesenjangan pemahaman masyarakat terhadap teknologi baru. Hal ini juga diperkuat oleh studi (Prilosadoso, dkk, 2024) yang menunjukkan bahwa tingkat keberhasilan digitalisasi layanan publik di tingkat desa sangat ditentukan oleh kesiapan sumber daya manusia, terutama pemahaman aparat desa dan masyarakat terhadap teknologi digital. Tanpa intervensi berupa pelatihan dan edukasi komunitas, upaya digitalisasi justru berisiko menimbulkan eksklusi bagi kelompok yang tidak memiliki keterampilan digital.
Lebih jauh, penelitian (Gómez-Carmona et al., 2023). menegaskan bahwa keberhasilan transformasi digital di komunitas adat membutuhkan pendekatan yang tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga kultural. Artinya, teknologi baru seperti blockchain hanya dapat diterima jika dikaitkan dengan nilai-nilai adat yang hidup di masyarakat. Sementara itu, (Magoro & Bidwell, 2022) melalui kajiannya tentang inklusi digital di negara berkembang juga menekankan pentingnya kolaborasi multipihak antara pemerintah lokal, lembaga pendidikan, dan kelompok pemuda untuk membangun literasi digital yang merata. Dengan demikian, hasil penelitian di Bone Bolango yang merekomendasikan strategi edukasi komunitas berbasis kolaborasi aktor lokal memiliki dukungan kuat dari literatur terdahulu, baik pada konteks nasional maupun global.

d. Perancangan Model Konseptual Digitalisasi Berbasis Blockchain
Model konseptual digitalisasi pencatatan tanah adat berbasis blockchain di Kabupaten Bone Bolango dirancang untuk menjawab permasalahan pencatatan manual yang rentan hilang, rusak, dan dimanipulasi. Rancangan model ini menempatkan proses pencatatan dimulai dari desa sebagai node utama, dengan keterlibatan aparat desa, tokoh adat, dan lembaga adat sebagai validator. Data kepemilikan tanah adat dicatat secara digital melalui sistem blockchain, sehingga setiap entri menjadi immutable (tidak dapat diubah) dan dapat diverifikasi oleh seluruh node yang berwenang. Dengan mekanisme ini, pencatatan tidak hanya bergantung pada satu pihak, tetapi terdistribusi secara kolektif sehingga lebih transparan dan terpercaya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dominan pemerintah desa merespon penerapan model digitalisasi berbasis blockchain:
“... Menurut saya, masyarakat dan para tokoh adat akan menerima secara
tangan terbuka jika teknologi ini digunakan dengan hal-hal yang baik, apalagi tentang jaminan keamanan pengarsipan,  yang tentunya penerimaan akan lebih besar jika teknologi diaplikasikan dengan pendekatan partisipatif, dimana tokoh




adat dilibatkan sejak perencanaan, pelaksanaan, hingga pemanfaatan data. Hal ini menunjukkan bahwa bukan semata teknologi itu “diterima” atau “ditolak”, tetapi penerimaan sangat dipengaruhi oleh cara dan konteks sosial-budaya dimana teknologi itu digunakan. Menurut saya banyak hal yang dibutuhkan jika kita berbicara tentang digital diantaranya: Akses internet stabil & perangkat seperti (komputer desa, smartphone tokoh adat, server lokal atau cloud). Kemudian Ruang penyimpanan & backup, supaya data aman walau perangkat rusak. Selain itu, Pusat layanan desa/komunitas yang bisa jadi hubungan digital tempat warga datang untuk mengurus pencatatan.Terkait peran pemuda, dimana menurut saya Pemuda bisa jadi jembatan digital : mereka lebih akrab dengan teknologi, bisa membantu tokoh adat yang kurang terbiasa. Sehingga perlu dibentuk tim pemuda adat (semacam sekretariat digital desa) yang bertugas: mendokumentasikan peta & cerita adat,menginput data ke sistem, menjaga akun & keamanan digital komunitas. Pemuda juga bisa memproduksi konten edukasi lokal (video pendek, infografis) tentang arti penting pencatatan digital tanah adat. (Wawancara dengan Kepala Desa/Juli 2025)
Dalam   rancangan   model,   otoritas   node   ditentukan   berdasarkan   struktur
kelembagaan adat dan pemerintahan desa. Tokoh adat berperan sebagai pengawas legitimasi sosial, aparat desa bertanggung jawab pada administrasi, sementara lembaga desa seperti BPD atau LPM menjadi bagian dari mekanisme check and balance.  Validasi  data  dilakukan  secara  konsensus  melalui  sistem  blockchain,  di mana setiap perubahan atau pencatatan baru harus disetujui oleh otoritas yang sah. Hasil wawancara dengan tokoh adat menerangkan bahwa:
“… Menurut saya memang belum ada sumber langsung yang menyebutkan penerimaan masyarakat adat Gorontalo terhadap teknologi pencatatan tanah adat. Akan tetapi jika penggunaan teknologi ini dianggap baik dan dapat menjamin pelestarian tanah adat di Bone Bolango, maka kemungkinan besar tokoh adat lebih terbuka jika teknologi tersebut digunakan dalam “pemahaman,” atau “mengakui,” dan “melindungi” segala urusan adat dengan tidak menghilangkan pengakuan hak adat. Oleh karena itu, keberhasilan bergantung pada keterlibatan langsung tokoh adat dalam proses digitalisasi. Menurut saya sah-sah saja dan baik untuk digunakan, karena Data pencatatan tidak bisa diubah secara sepihak. Artinya, catatan kepemilikan/hak ulayat lebih sulit dipalsukan atau dimanipulasi. Selanjutnta mengurangi risiko “sertifikat ganda” atau manipulasi arsip. Sementara itu, dimana masyarakat adat maupun pemerintah bisa mengakses informasi kapan saja. Bisa disambungkan dengan peta digital (GIS) untuk menampilkan batas tanah secara visual. Catatan hak ulayat yang sudah masuk ke sistem blockchain bisa menjadi “bukti digital permanen” yang diakui dalam jangka panjang, walau rezim pemerintahan berganti. (Wawancara dengan Tokoh Adat/Juli 2025)
Keamanan menjadi keunggulan utama model ini karena blockchain memungkinkan penyimpanan data yang terenkripsi dan tidak dapat dimanipulasi. Selain itu, sistem dirancang agar dapat diakses secara bertahap sesuai dengan kapasitas literasi digital masyarakat, misalnya melalui aplikasi sederhana berbasis mobile  atau  terminal  desa.  Sejumlah  penelitian  menegaskan  bahwa  meskipun




blockchain menjanjikan keamanan data dan transparansi, kesiapan sumber daya manusia (SDM) menjadi faktor penghambat utama dalam implementasinya. (Adel,
2024) dan (Dwivedi & Vig, 2024), menekankan bahwa adopsi blockchain di negara berkembang menghadapi tantangan serius pada aspek literasi digital, keterampilan teknis, dan kapasitas kelembagaan. Hal ini berarti teknologi tidak bisa serta-merta diterapkan di komunitas adat tanpa proses panjang berupa edukasi, pelatihan, dan pembiasaan. Senada, (Mohammad & Vargas, 2022). menunjukkan bahwa keberhasilan sistem pencatatan berbasis blockchain sangat bergantung pada kesiapan sosial-budaya masyarakat lokal untuk menerima perubahan, bukan hanya kesiapan teknologinya.
Kajian di Indonesia juga menguatkan argumen ini (Abdieva, R., & Baigonushova,
D.,  2024)  dan  (Kushadajani  &  Permana,  2020)  menemukan  bahwa  digitalisasi layanan publik di desa kerap berjalan lambat karena keterbatasan pemahaman masyarakat dan aparat desa dalam mengoperasikan sistem baru. Bahkan ketika aplikasi   sederhana   sudah   tersedia,   penggunaannya   tetap   terbatas   jika   tidak dibarengi   dengan   program   literasi   digital   yang   intensif.   Dengan   demikian, penerapan blockchain untuk pencatatan tanah adat di Bone Bolango memang memiliki arah positif, tetapi tidak bisa diaplikasikan secara instan. Prosesnya memerlukan tahapan bertahap berupa pendidikan komunitas, uji coba terbatas, serta dukungan regulasi agar masyarakat benar-benar siap mengelola sistem yang baru oleh karena keterbatasan sumber daya, baik dari aspek literasi digital masyarakat, infrastruktur teknologi, maupun dukungan kelembagaan, maka implementasi blockchain untuk pencatatan tanah adat di Kabupaten Bone Bolango tidak dapat dilakukan secara instan. Proses ini membutuhkan perencanaan waktu yang matang, bertahap, serta disesuaikan dengan kesiapan sosial dan kapasitas teknis di tingkat desa. Atas dasar pertimbangan tersebut, peneliti merumuskan Prototype Roadmap Implementasi Blockchain di Bone Bolango sebagai panduan strategis untuk memastikan bahwa adopsi teknologi ini dapat berjalan efektif, berkelanjutan, serta tetap selaras dengan nilai-nilai kearifan lokal masyarakat adat. Artinya, meskipun model digitalisasi berbasis blockchain relevan bagi Bone Bolango, keberhasilan implementasinya membutuhkan strategi jangka panjang berupa pelatihan literasi digital (Budiarto et al., 2024), penyediaan infrastruktur internet, (Doloi, 2025), serta sinkronisasi dengan regulasi nasional (Kusriyah, 2021) agar tidak hanya berhenti pada tataran prototipe.

          Tabel 1 Prototype Roadmap Implementasi Blockchain di Bone Bolango
  No           Tahap            Waktu                    Kegiatan Utama                              Output 	
1	Persiapan & Edukasi

0–1 tahun

•	Sosialisasi blockchain ke tokoh adat & desa
•	Workshop literasi digital dasar
•   Diskusi integrasi nilai adat.

• Pemahaman dasar masyarakat.Tim “champion” desa/adat terbentuk.


	2
	Digitalisasi
	1–2
	•  Migrasi arsip fisik ke database
	•  Database digital

	
	Arsip Manual
	tahun
	digital.
•  Aplikasi sederhana berbasis
	tanah adat
•  Legitimasi sosial











3		Implementasi Blockchain Skala
Terbatas





2–3 tahun

mobile/terminal desa.
•  Validasi adat untuk data
        digital. 	
•  Uji coba blockchain di 1–2 desa.- Node utama: desa, lembaga adat, BPD/LPM
•  Pelatihan keamanan data &
smart contract sederhana.

diperkuat.



• Blockchain desa berfungsi (pilot project)
• Masyarakat mulai akses data digital

4		Integrasi Lintas Desa & Regulasi

3–5 tahun

•	Ekspansi blockchain antar- desa
•	Kolaborasi dengan pemerintah daerah (regulasi & internet)
•  Sinkronisasi dengan hukum

• Jaringan blockchain antar- desa
• Kebijakan daerah memperkuat
        pertanahan nasional                          legalitas adat. 	
5	Replikasi & Keberlanjutan

>5 tahun

•	Evaluasi & penyempurnaan model
•  Replikasi ke kabupaten lain
•	Smart contract adat (hak waris, sengketa, batas wilayah).

•	Sistem pencatatan aman, inklusif, & berkelanjutan.
Sumber: Diolah Peneliti Tahun 2025


Penutup
Penelitian ini menyimpulkan bahwa digitalisasi pencatatan tanah adat berbasis blockchain merupakan sebuah langkah strategis untuk menjawab permasalahan klasik pencatatan manual yang rentan hilang, rusak, maupun diperdebatkan. Blockchain  hadir  sebagai  instrumen  yang  mampu  menjamin  keamanan, transparansi, serta imutabilitas data, sekaligus tetap membuka ruang integrasi dengan  nilai-nilai  kearifan  lokal.  Dengan  demikian,  pencatatan  tanah  adat  tidak hanya diperkuat dari sisi teknis, tetapi juga memperoleh legitimasi sosial dan hukum yang lebih kokoh. Temuan ini juga menegaskan bahwa keberhasilan penerapan teknologi bukanlah perkara teknis semata, melainkan sangat bergantung pada kesiapan sosial, kapasitas sumber daya manusia, serta dukungan kelembagaan dan regulasi. Proses transformasi menuju sistem berbasis blockchain memerlukan tahapan  yang  terukur,  mulai  dari  edukasi  komunitas,  digitalisasi  arsip  manual, hingga   uji   coba   sistem   dalam   skala   terbatas.   Dengan   pendekatan   bertahap, teknologi dapat diadopsi tanpa menimbulkan disrupsi terhadap tatanan sosial adat yang sudah mengakar. Model digitalisasi pencatatan tanah adat berbasis blockchain yang dirumuskan bukan hanya relevan untuk menjawab persoalan lokal, tetapi juga dapat direplikasi di wilayah lain dengan karakteristik serupa. Dengan demikian, hasil penelitian ini memberikan kontribusi konseptual terhadap literatur akademik sekaligus tawaran praktis bagi kebijakan publik di bidang pengelolaan tanah adat dan hak ulayat.
Berdasarkan  hasil  penelitian,  disarankan  agar  pemerintah  daerah  Kabupaten
Bone Bolango bersama lembaga adat dan aparat desa segera membangun strategi




kolaboratif untuk mempersiapkan implementasi digitalisasi pencatatan tanah adat berbasis blockchain melalui tahapan edukasi literasi digital, penguatan infrastruktur internet desa, serta penyusunan regulasi pendukung yang berpihak pada perlindungan hak ulayat. Selain itu, pelibatan tokoh adat dan generasi muda perlu diutamakan agar proses transformasi ini tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga diterima   secara   sosial   dan   budaya,   sehingga   model   Bone   Bolango   dapat berkembang menjadi rujukan nasional dalam tata kelola aset desa yang aman, inklusif, dan berkeadilan.
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Daftar Narasumber
Dalam proses penelitian ini peneliti telah mewawancarai kurang lebih 15 orang informan kunci yang terdiri dari tokoh adat, perangkat desa, Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bone Bolango, dan masyarakat umum di beberapa desa di Kabupaten Bone Bolango.
1.    Kepala Desa dan Perangkat Desa pada 6 kantor desa di Kabupaten Bone
Bolango  diwawancarai  rentang  waktu  bulan  juni-juli  pada  kira-kira  pukul:
09.00 WITA – 14.00 WITA
2.   Pegawai BPN Kabupaten Bone Bolango pada tanggal 5 Agustus 2025 pukul:
09.00 WITA – 10.00 WITA
3.   Para Tokoh adat di Kabupaten Bone Bolango diwawancarai rentang waktu bulan juni-juli pada kira-kira pukul: 09.00 WITA – 14.00 WITA
4.   Tokoh masyarakat Kabupaten Bone Bolango diwawancarai rentang waktu bulan Juli-Agustus pada kira-kira pukul: 09.00 WITA – 14.00 WITA
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